
1. PasaI 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tahun 2003 Namer 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang - Unda.ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangaa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 
Nomor 82) sebagairnana telah diubah der..gan Undang - 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undarigan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 
Nornor 183, Tambahan Lembaran Negara ::i!epublik 
Indonesia Nomor 4S39); 

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahi 

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil 
Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, 
rnaka. perlu diberikan tambahan penghasilan secara 
proporsional; 

b. bahwa oerdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pe:.nerintah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! KOLAKA TIMUR, 

Mengingat 

Mcnimbans 

BUPATI KOLAKA TlMUR 
PRO\i1NSI SULAWESI TENOOARA 

PERA'f'URAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENT ANG 
PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

LINGKUP PEMERINTAH I{ABUPATEN KOLAKA 'l'IMUR 



Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

· Republik Indonesia Nomor 540 I]; 
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun · 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kaJi dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. 'f'eraturan ::'emerintah Nomor 53 Ta.iun 2010 tentang 
Disiplin Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara xep.:bl!l< 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbanan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5135); 

J 0. Peraturan, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor l 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4539); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tcntang 
Manajernen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun ?.O 19 
Nomor 77, Tambahan Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Nomor 6340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Komar 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63?.?.); 

13. Perat:uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6340); 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 

• 



Pasal l 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur; 
2. Pernerintah Kabupaten adalah Pcmcrintah Kabupaten 

Kolaka Timur; 
3. Bupati AdaJah Bupati Kolaka Timur; 
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang disingkat TPP 

adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
Aparatur Sipil Negara diluar gaji pokok dan tunjangan 
sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai 
negeri sipil clan pegawai pernerintah dengan perjanjiar; 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah: 

6. Penilaian Prestasi Kerja adalah penilaian yang diberikan 
kepada ASK selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan 
TPP; 

7. Pakaian dinas adalah pakalan dinas bagi ASN sesuai 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

l":&DOMAN TAMBAHAN PENGHABILAN Al'ARATUR SIPIL 
NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA 
TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tencang Pakaian 
Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Llngkungan Departemen 

· Dalam Negeri Dan Pomcrintan Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 

tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83j; 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atae Peraturan Menteri Dalam Negeri No:::nor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Alih Fungai Sanggar Kegiatan 
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonformaJ Sejenis; 

17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 
Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah No:nor 3 Tahun 2018 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

Menetapkan 



S. Kehadiran adalab kewajiban ASN menaati ketentuan 
jam kerja sesuai Peraturan perundang - undangan yang 
berlaku; 

9. Lembar kegiatan harian adalah output yang harus 
diti.:.lis bagl ASN setelah menyelesaikan pekerjaanaya 
dalam 1 (satu] hari atau catatan yang ditulis karena 
perjalanan dinas maupun cuti berdasarkan hari kerja; 

10. Behan Kerja adalah TPP yang diberikan kepada ASN 
berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja; 

l l. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur; 

12. Cuti adalah keadaan ASN tidak rnasuk kerja karcna 
alasan tertentu yang dibukt:ikan dengan surat cuti; 

13. Izin Belajar atau disingkat IB adalah izin yang diberikan 
kepada A.SN guna :nenuntut ilmu dengan tidak 
meninggalkan tugasnya dan atau ASN yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan (diklat); 

14. Togas Belajar arau disingkat TB adalah penugasan yang 
diberikan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang 
kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan kejenjang 
yang lebih tinggi atau setara baik didalarn negeri atau 
diluar negeri; 

15. Penjabat can atau pciaksana tugas Bupati Kolaka 
Timur adalaa ASN dari Lembaga/Instansi da:-i daerah 
lain yang diangkat menjadi Bupati Kolaka Timur sesuai 
ketentuan perundang - undangan yang berlaku sampai 
adanya Bupati Kolaka Timur definitif; 

16. Penjabat Kepala Desa adalah ASN yang diangkat 
menjadi Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupateu 
Kolaka Timur sesuai ketentuan perundang - undangan 
yang berlaku sampai adanya Kepala Desa definit.if; 

17. Atasan Langsung adalah ASN yang-menduduki jabatan 
sebagai Pejabat P:mpinan Tinggi Pratama sampai 
dengan Pejabat Pengawas serta rnempunyai 
kewenangan untuk menilai prcstasi kerja, menilai 

. pakaian dinas, kehadiran, lembar kegiatan harian 
masing- masing ASN yang ada dibawahnya; 

18. Pelaksana tugas yang disingkat Plt adalah ASN yang 
melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 
bcrhalangan tetap; 

19. Tuntutan Pembendaharaan cian Tuntuntan Gariti Rugi 
disingkat dengan TP- TOR adalah pengenaan ganti 
kerugian negara/daerah terhadap ASN yang disebabkan 
oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau 
melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya; 

:20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 



ASN penerima TPP, yaitu : 
a. ASN yang aktif melaksanakan tugas dan fungsi OPD 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang 
menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administraal dan jabatan fungsional; 

b. ASN yang menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratarna dan Pejabat Administrator (Eselon III/a) yang 
telah znelaporkan harta kekayaannya pada Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 

c. Laporan Earta Kekayaan Penyelenggara Negara (LMKPN) 
sebagaimana huruf b dapat dibayarkan pada bulan • 
berikutnya dengan n:elampirkan bukti ikhtisar LHKPN; 

d, AS.>! yang telah mengembalikan barang milik daerah 
berdasarkan temuan dari Sadan Pemeriksa Keuangan 

BAB HI 
PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP 

Pasal 3 

BAB II 
TUJUAN 

Pasa! 2 
Pernberian TPP bertujuan: 
a. Meningkatkan kinerja dan prestasi kerja apararur dan 

kelembagaan; 
b. Meni.ngkatkan disiplin . .<\SN; 
c. Meningkatkan kualitas pelayauan kepada masyarakat; 
d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaar, keuangan 

dan aset daerah, 

harta kekayaan aecara elekironik yang dilakukan oleh 
penyelenggara negara Kepada Komisi Pernberantasan 
Korupsi-(KPK); 

21. Barang Milik Daerah adalah sernua barang yang dibeli 
atau yang cliperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah {APBD) atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah; 

22. Hukuman disrplin adalah sanksi yang diberikan kepada 
ASN karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai 
peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

23. Satuan Pendidikan Non Formal sanggar Kegiatan 
belajar yang disingkat SPNF Sanggar Kegiatan belajar 
adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelengga:rakan program pendidikan Non Formal. 

'..!4. ·. _ Pengelola TPP adalah Tim yang dibentuk berdasarkan 
keputusan pejabat dan mempunyai kewenangan 
mengawasi clan memeriksa dokumen TPP dari setiap 
OPD. 



Pasal 4 
ASN bukan penerima TPP, yaitu : 
a. A.SN y11.ng rnenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

dan ..;abatan Administrator (eselor; III/a) tetapi belum 
rnelaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 

b. ASN yang masih menguasai barang milik daerah secara 
tidak sah berdasarkan hasil temuan Badan Pemerlksa 
I<euangan (BPK) dan/atau Inspektorat Kabupaten Kolaka 
Timur; 

c. ASN yang belum mengganti dan/atau mengangsur 
kerugian uang negara/daerah berdasarkan hasil 
keputusan Tim Majelis TP-TGR; 

d, ASN yang pindah/mutasi dari Kabupaten Kolaka Timur 
serta ASN Titipan dari Perncrlntah Daerah ke Daerah lain 
dan/arau sebaliknya berdasarkan sumt keputusan 
Gubern ur /KementP.rian /Lembaga; 

e. ASN dari <laerah/instansi lain yang diangkat menjadi 
Pelaksana tugas (Pit) dan/atau menjadi Penjabat (Pj) 
Bupati Kolaka Timur; 

f. ASN yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan di 
Kernenterian dan/atau Lembaga Non Struktural sorta 

e. ASl'i yang tclah mengganti uang kerugian negara/daerah 
berdasarkan sidar..g TP-'l'GR dibuktikan dengan surat 
tanda setoran; 

f. ASX yang sedang mengangsur kerugian negaraj'daerah 
berdasarkan sidang TP-TUR sesuai besaran TPP yang 
citerlma setiap bulan dibuktikan dengan surat tanda 
eetoran, 

g. /\SN yang melaksanakan perjalanan dinas baik 
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah; 

h. ASN _yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti 
karena alasan penting, cuti melahirkan serta ASN yang 
melaksanakan izin belajar (18) dan mengikuti pendidikan 
dan pelatihan (Diklat); 

1. ASN yar.g pindah/mutasi dari pemerlntah daerah atau 
inatansi lain ke Kabupatcn Kolaka Timur berdasarkan 
surat keputusan Gubernur/Kementerian/Lembaga; 

j. ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD 
Puskesmas, Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dan 
Kepala SPNF Sanggar ,(egiatan Belajar; 

k, ASN yang menduduki jabatan guru yang tidak 
mendapatkan tunjangan profesi guru [sertifikasi] dan 
dana tambahan penghasilan (non sertifikasi); 

1. Calon ASN yang telah dlperhitungkan dalam !\PBD 
Kabupaten Kolaka Timur tabun berjalan . 

• 



Pasal 6 
Komponen Penilaian Prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 huruf a, rneliputi : 
a. Penilaian Prcstasi kerja dengan bobot 100 °/o yang 

terdiri dari : 
a) Rekapitulasi Kelengkanan Pakaian dir:as bobotnva 

Bagian Kesatu 
Prestasi Kerja 

BABV 
PRESTASI KERJA DAN BEBAN KERJA 

Pasal 5 
Penilaian TPP terdiri atas: 
a. Prestasi kerja; dan 
b. Beban Kerja. 

BAB IV 
PENILAIAN TPP 

' menjadi pejabat komisioner; 
g. ASN yang dijadikan tersangka karena diduga melakukan 

tindak pidana dan ditahan berdasarkan surat 
penahanan yang dikeluarkan oleh aparat penegak 
hukum; 

h. ASN yang diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa 
dan ASN yang menjadi penjabat (Pj) Kepala Desa; 

i, ASN yang diberhentikan dengan hormat dan tidak 
dengar. hormat; 

j. ASN yang diberikan hukuman disiplin berdasarkan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku, diatur 
sebagai berikut: 
1. Hukurnan disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP 

selama 1 [satu] bulan; 
2. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP 

selama 2 (dua) buJan; 
3. Hukuman disiplin tingkat berat [penurunan pangkat 

selama 3 (tiga) tahun, pcmindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan 
pembebasan jabatan) tidak diberikan TPP selama 3 
( tiga) bulan; 

k. ASK yang mend uduki jabatan fungsional guru yang telah 
mendapatkan tunjangan profesi [sertifikasi dan non 
sertifkasi) dan pengawas sekolah; 

I. ASN yang cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara 
(CLTN), melaksanakan tugas belajar (TB) serta ASN 
yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP). 

• 



Pasal B 
Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 huruf b meliputi : 
a. Prestasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 

6 dan Beban kerja yang melarnpaui beban kerja 
normal; 

b. Behan kerja sebagaimana dimakaud pada huruf a 
ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPl<PD) karena tugas pokok, 
Iungsi dan tanggung jawabnya sebagai Bendal:ara 
Umum Dacrah, Pengelola Keuangan Daerah, 
Peneelolaan Pendanatan Daerah serta Pembantu 

Pasal '/ 
Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 

' S huruf b meliputi : 
a. Prestasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 

6 dan Behan kerja yang melampaui beban keria 
normal; 

b. Bcban kcrja scbagaimana dimaksud pada huruf a 
ditujukan kepada lnspektorat karena tugas pokok, 

• fungsi dan tanggung jawabnya sebagai: 
1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 

dan fasilitasi pengawasan; 
2) _Pela!,sar.aan pengawasan internal melalui audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan Bupati; 

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya dan/atau 
sesuai ketentuan perundang- undangan. 

c. Beban kerja sebagai akibat tugas _pokok, fungsi dan 
tanggung jawab Inspektorat sebagaimana dimaksud 
pada huruf b diberlkan tambahan TPP. 

Baglan Kedua 
Behan Kcrja 

b) Kehadiran untuk melakukan abscn pagi dan ape! 
pagi serta absen sore dengan apel sore sebesar 40% 
(empat puluh persen); 

c) Lembar kegiatan harian bobotnya sebesar 40% 
(empat puluh persen). 

b, Komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
huruf a adalah Penilaian Prcstasi Kerja bagi ASN 
untuk menerima besaran TPP selama 1 (satu) bulan. 

• 



Pasal 10 
Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalarn pasal 
5 huruf b meliputi : 
a. Prcstasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 

6 clan Beban kerja yang melarnpaui beban kerja 
normal; 

b. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditujukan kepada ASN yang diberikan tuaas tambahan 

Pasa.19 
Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 huruf b meliputi : 
a. Prestasl Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal 

6 dan Behan kerja yang melampaui beban kerja 
normal; 

b. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditujukan kepada ASN yang diberikan tugas tambahan 
sebagai Kepala UPf.'.) Puskesmas dan Kepala Tata 
Usaha Puskesmas; 

c. Behan kerja Kepala UPTD Puskesmas scbagaimana 
dimaksud pada huruf b karena tugas pokok, fungsi 
dan tanggung jawabnya adalah menyusun rencana 
pelaksanaan kegiatan, memimpin dan membina ASN 
yang bekerja d; Puskesmas, rnelakukan pengawasan, 
mengadakan koordinasi, memonitor, mengevaluasi 
serta melaporkan, memberikan pelayanan clan 
menge.ola anggaran; 

d. Beban kerja Kepala Tata Usaha UPTD Puskesrnas 
sebagaimana dimaksud pada huruf b karena tugas 
pokok, fungsi dan tanggung jawabnya adalah 
merencanakan kegiatan pada Tata Usaha Puskesmas, 

• membagi tugas Adrninistrasi, membirnbing bawahan 
bagian administrasi, merneriksa hasil adrnin.strasi, 
menyusun laporan tahunan, mengadakan pengawasan 
dan pengendallan, mengevaluasi hasil kegiatan 
administrasi, melaporkan hasil kegiatan dan 
melaksanakan tugas lain; dan 

e. Behan kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan 
tanggung jawab Kepa.la UPTD Puskesmas dan Kepala 
Tata Usaba UP'fD Puskesmas sebagairnana dimaksuc 
pada huruf c dan huruf d diberikan TPP yang setara 
dengan jabatan pengawas atau pejabat struktura. 
eselon IV. 

c. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan 
tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagaimana dirnaksud 
pada huruf b diberikan tambahan TPP. 



Pasal 13 
1. Penilaian TPP dalam 1 (eatu] bulan dihitung 

berdasarkan jumlah hari kerja riil; 
2. Perhitungan nilai TPP berdasarkan indikator Prestasi 

Kerja diatur sebagai berikut: 
a) Rekapitulasi Kelengkapan Pakaian dinas bobotnya 

<tAh~c'!ll"r 1)()0/,.., (A,,a T'\l<tl-.,1-. ~-.- ....... - ..... ,. 

Bagian Pertama 
Tata. Cara Penilaian TPP 

BA3 VIII 
TATA CARA Pl:!:N!LA!A:--l' TPP DAN PENILAJAN PRESTASI 

KERJA 

Pasal 12 
Penetapan Besaran TPP yang akan diberikan kepada ASN 
diatur tersendiri dalam pcraturan oupati, 

BAB VII 
BESARI\N PEMBRRIA.N TPP ASN 

Pasal 11 
1. Tambahan Pcnghasilan Pegawai (TPPJ bagi ASN sesua.i 

dengan kemampuan lceuangan daerah; 
2. Tamhahan Penghasilan Pegawai (TPP) dianggarkan 

deJam Ar.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBDJ dengan Mata Anggaran Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Beban Kerja dengan kode rekening 
4.05.01.01.5.1.1.02.01. 

BAB VI 
PENCANOOARAN TAMBAHAN PENOHASILAN APARA'fUR 

SIPIL NEG/\Ri\ LINGKU? PEMERINTAH !{AOUPATEN 
KOLAKA TIMUR 

c. Beban kerja Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagairnana dimaksud pada huruf b karena tugas 
pokok, fungsi dan tanggung jawabnya adalah 
rnemirnpin, merencanakan, rnengatur, melaksanakan, 
dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
nonforrnal di lingkungan SPNF Sanggar Kegiatan 
Bela,jax; 

d. Behan kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan 
tanggung jawab Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagalmana dimaksud pada huruf c diberikan '!'PP 
yang setara dengan jabatan pengawas atau pejabat 
struktural eselon IV. 



Pasal 14 
1. Penilaian Prestaai Kerja Sekretaris Daerah 

berdaearkan persetujuan dari Bupati, 
2. Penilaian Prestasi Kerjo. Staf ahli Bupati, Aeisten, 

Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan PolPP, 
Inepektur, Sekretariat DPRD berdasarkan persetujuan 
dari Sekretaris Daerah; 

3. Penilaian Prestasi Kerja Camat berdasarkan 
persetujuan dari Sekretaris Dacrah; 

4. Penilaian Prestasi Kerja Kepala Bagian Sekretariat 
Daerah berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai 
jalur koordinasi; 

5. Penilaian Prestasi Keija Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah berdasarkan pcrsetujuan dari Sekreta.ris 
Daerah; 

6. Penilaian Prestasi Kerja Lurah berdasarkan 
persetujuan dari Ca.mat; 

7. Penilaian Prestasi Kerja Kepala UPTD berdasarkan 
persetuiuan dari atasan langsung masing-rnasing; 

B. Penilaian Prestasi Kerja bagi Pejabat Administrator, 
pejabat pengawas, pejabat pelaksana, Pejabat 
Fungsional yang bekerja pada Sekretariat, Dinas, 
Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Parnong Praja dan 
UPrD berdasarkan persetujuan oleh atasan langsung 
secara berjenjang; 

9. Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diberi tugas 
tarnbanan sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Kepala 
Tata Usaha UPTD Puskesmas dan ASN yang diberi 
tugas tambahan sebagai Kepala SPNF Sanggar 
Kegiatan Belajar berdasarkan persetujuan oleh atasan 

'langsung secara berjenjang; 
10. Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diternpatkan pada 

tata usaha pada satuan pendidikan dan ASN yang 
mersduduki jabatan guru yang tidak mendapatkan 
tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana 
tarnbahan penghasilan (non sertifikasi) berdasarkan 

Bagian Pertama 
Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja 

b) ·Kehadiran untuk mclakukan absen pagi dan apel 
pagi serta ahsen sore dengan apel sore sebesar 40% 
(empat puluh persen]; 

c) Lembar kegiatan harian bobotnya sebesar 40°/o 
(empat puluh persen). 

3.. Format penilaian prestasi kerja tercantum pada 
lampiran Peraturan Bupati ini, 



Pasal 17 
Pakaian dinas bagi ASN yang telah di koreksi setiap akhir 
bulan dan telah disetujui oleh atasan langsung masing - 
masing adalah sebagai berikut : 
a. Pakaian dinas Sekretaris Daerah berdasarkan 

persetujuan dari Dupati; 
b. Pakaian dinas Staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris 

Daerah, Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala 
Badan, lnspektur, Kepa]a Satuan PolPP berdasarkan 
persetujuan dari Sekretaris Daerah; 

c. Pakaian dinas Kepala Bagian Sekretariat Daeran 
berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai jalur 
koordinasi; 

d. Pakaian dinas Camat dan Direktur Rumah Sakit 
Umurn Daerah berdasarkan persetujuan dari 
Sekretaris Daerah; 

e. Pakaian dioas Lurah berdasarkan persetujuan clari 
Ca.mat; 

f. Pakaian dinas Kepala UPTD berdasarkan persetujuan 
dari atasan langsung masing-masing; 

g. P.akaian dinas pejabat administrator. pejabat 
pengawas, pe:jaba: pelaksana dan p~jabat Iungsional 
yang bckcrja pada Sckrctariat, Dinas, Badar., 

Pasal 16 
1. Pakaian dinas bagi ASN adalah pakaian dinas yang 

digunakan dihari kerja beserta atributnya; 
2. Sctiap akhir bulan pakaian dinas wajib di Koreksi dan 

disetujui oleh atasan langsung masing - masing; 
3. Format rekapitu'asi pakaian dinas sebagairnana 

dimaksud tercantum pada lampiran peraturan bupati 
ini, 

, 

Bagian Kesatu 
Pakaian Dinas 

BAB IX 
PAKAIAN DINAS, Kl!:H1\D;:I<AN DAN LEMEAR KEGIATAN 

HARIAN 

Pasal 15 
ASN yang telah dihitung jumlah besaran TPPnya sesuai 
penilaian prestasi kerja akar. tetapi tidak ada atasan 
langsung untuk memberikan persetujuan sebagaimana 
diniaksud pada pasal 14 (ernpat belas), maka persetujuaa 
dapat dilakukan oleh ASN yang ditunjuk menjadi 
pelaksana rugas (Plt}. 



Pasal 19 
1. Kehadiran setiap OPD terdiri dari sistem daftar hadir 

elektronilc dan absen manual apabila helum rr emiliki 
sistem daftar hadir elekironik; pelaksanaan upacara 
setiap hari Senin serta pelaksanaan apel pagi dengan 
ape! sore; 

2. Setiap akhir bulan kehadiran harus di koreksi dan 
disetujui oleh arasan langsung masing - masing 
termasuk ASN yang melaksanakan perjalanan dmas 
dalam daerah, luar Daerah, Cuti aerta Izin Belajar 
dengan rnelampirkan bukti surat; 

3. Kehadiran Sekretaris Daerah yang telah direkapitulasi 
dalam 1 (satu) bulan berdasarkan persetujuan Bupati; 

4. Kehadiran pejabat pimpinan tinggi pratarna (eselon 
II/bl yang telah direkapitulasi dalam 1 [satu) bulan 
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah; 

5. Kehadiran Kepala Bagian Sekretariat Daerah 
berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai jalur 
koordinasi; 

6. Kehadiran Camat dan Direktur Ruman Sakit Umum 
Daerah berdasarkan persetujuan dari Sekretaris 
Daerah: 

Bagian Kedua 
Kehadiran 

Pasal 18 
Rekapitulasi pakaian dinas yang telah dibuat akan tetapi 
tidak ada pejabat untuk rnendapatkan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 17 (tujuh belas), maka 
persetujuan dapat diberikan oleh ASN yang ditunjuk 
menjadi pelaksana tu gas (Pit). 

berdasarkan persetujuan Kepala OPD/Kepala Unit 
kerja rnasing - masing; 

h. Pakaian dinas ASN yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala ;JPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha 
UFTD Puskesmas dan ASN yang diberi tugas 
tambahan sebagai Kepala SPNF Sanggar Kegiatan 
Belajar berdasarxan persetujuan atasan langaung 
secara berjenjang; 

i. Pakaian dinas AS.N' yang ditempatxan pada tata usaha 
pada satuan pendidikan dan ASN yang menducluki 

_jabalan guru yang tidak mendapatkan tunjangan 
profesi guru [scrtifikaai] dan dana tambahan 
penghasilan (non sertifikasi) berdasarkan persetujuan 
dari Kepala Sekolah masing « masing. 



Pasal 22 
Lernbar kegiatan harian ASK yang telah di Koreksi dan 
disetujui dalam I (satu) bulan oleh atasan langsung 
masing - rnasing adalah sebagai berikut : 
a. lembar kegiatan harian Sekretaris Daerah berdasarkan 

persetujuan dari Bupati; 
b. Lembar keziatan harian Staf ahli Bupati. Asisten 

Pasal 21 
I. Setiap ASN harus menulis lembar kegiatan harian 

setiap hart kerja; 
2. Lembar kegiatan harian wajib di isi berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi atau tugas tambahan masing - 
masing termasuk ASN yang melakukan perjalanan 
dinas, cuti dan izin belajar; · 

3. Setiap akhir bulan .embar kegiatan harian wajib di 
Koreksi dan disetujui oleh atasan langsung masing - 
maaing; 

4. Format Lembar kegiatan harian sebagaimana 
dimaksud tercantum pada Jampiran peraturan bupati 
ini. 

Pasal 20 
Rekapitulasi kehacliran yang telah dibuat akan tetapi tidak 
ada pejabat-untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 19 (sembilan belas}, maka 
persetujuan dapat diberikan oleh ASN yang ditunjuk 
menjadi pelaksana tugas (Pit). 

Bagian Kedua 
Lembar kegiecan harian 

pejabat pelaksana, pejabat fungeicnal yang bekerja 
pacia Sekretariat, Dinas, Sadan, Inspektorat, Satuan 
Palisi Pamong PTaja dan UPTD berdasarkan 
persetujuan Kepaia OPD/Kepala Unit kerja masing - 
masing; 

9. Kehadiran ASN yang diberi tugas tambahan sebagai 
Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha UPTD 
Puskesmas clan ASN yang diberi tugas tarnbahan 
sebagai Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Be.ajar 
berdasarkan persetujuan atasan langsung secant 
berjenjang; 

10. Kehadiran ASN yang ditempatkan pada tata usaha 
pada satuan pendidikan dan ASN yang menduduki 
jabatan guru yang tidak mendapatkan tunjangan 
profes; guru [sertifikasi] dan dana tambahan 
pengnasilnn (non sertifikasi] berdasarkan persetujuan 
dari Kepala Sekolah masing - masing. 
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Pasal 24 
1. Kepala O?D dan satuan kerja berkewajiban 

melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan 
kebenaran dokumon pcndukung yang dipersyaratkan 
sesuai pasal 3 dan pasal 4; 

2. Penyetoran dokumen TPP ke BKPSDM paling lambat 

BABX 
TATA CARA PE)IIBAYARAN TPP 

PasaJ 23 
Lembar kegiatan harian yang telah diouat akan tetapi 
tidak ada pejabat untuk mendapatzan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (dua puluh cuai, 
maka persetujuan dapat diberikan oleh ASN yang 
ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt). 

Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 

c. Lembar kegiatan harian Kepala Bagian Sekretariat 
Daerah berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai 
jalur koord+nast; 

d. Lembar kegiatan harian Camat dan Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah berdasarkan pcrsctujuan dari 
Sekretaris Daerah; 

e. T .ernbar kegiatan harian Lu rah berdasarkan tanda 
persetujuan dari Camat; 

f. Lembar kegiatan harian Kepala UPTD berdasarkan 
persetujuan dari Kepala OPD masing-maeing; 

g. Lembar kegiatan harian bagi pejabat administrator, 
pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat 
fungsional yang bekerja pada Sekretariat, lJinas, 
Ba.dan, lnspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
UPTD berdasarkan pereetujuan oleh atasan .angsung 
secara berjenjang; 

h. Lembar kegiatan harian ASN yang diberi tugas 
tarnbahan sebagai J<epala UPTD Puskesmas, Kepala 
Ta'.a Usaha UPTD Puskesrnas dan r\SN yang diberi 
tugas tambahan sebagai Kepala SPNF Sanggar 
Kcgiatan Belajar berdasarkan persetujuan atasan 
langsung secara berjenjang; 

i. 'Lemhar Kegiatan Harian ASK yang ditempatkan pada 
tata usaha pada satuan pendidikan dan ASN yang 
menduduki jabatan guru yang tidak mendapatkan 
tunjangan profesi guru [sertifikasi) dan dana tarnbahan 
penghaailan (non sertifikasi] berdasarkan persetujuan 
dari Kepala Sekolah masing - mas'ng. 



Pasal 25 
1. Adapun susunan dokurnen TPP yang harus dikirim ·ke 

BKPSDM ada la h sehagai berikut : 
a. Surat Permohonan Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP), adapun formatnya 
tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini; 

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mut.ak 
(SPTJM), adapun formatnya tercanturn dalarn 
Iampiran peraturan bupatl ini; 

c. Daitar permlntaan pembayaran TPP Untuk Masa 
Waktu 1 (Satu) Bulan, adapun formatnya 
tercantum dalam Iampiran peraturan bupati ii1i; 

d. Rekapitulasi kehadiran untuk m.asa waktu l (satu) 
bulan; 

e. Lembar pakaia» dlna.$ untuk masa waktu I (satu] 
bu Ian; 

f. Lernbar Penila.ian Prestasi Kerja untuk masa waktu 
1 [satu) bulan; 

g. Lembar kegiatan harian untuk masa woktu 1 (saru) 
bulan; 

h. Surat. Cuti dan surat txin helajar, bllamana ada 
ASN yang cun dan izin belajar untuk masa waktu J 
(satu) bulan; 

i. Surat Perintah Tugas iSPTJ, bilarnana ada ASN 
yang melakukan perjalanan dinas untuk masa 
waktu 1 (satu) bulan. 

?.. • Sebclum dikirim ke BKPSDM harus rnernbuat tanda 
terima dokumen TPP sebanyak 2 {dua) rangkap: 

3. Doi<umen T?P yang telah · dtsusun sesuai urutan 
sebagaimana angka 1 [satu] dlatas, tldak dlgaudakan 
scrta dijilid scbelum dilakukan pcmcriksaan oleh tirn 
pengelola T?P; 

4. Dokumen TPP yang dinyatakan Iengkap oleh tim 
pengelola TPP, maka harus disusun dengan urutan 
seoagai berikut : 
a. Surat Perrnohonan Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP); 
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPT,JM); 
c. Daftar pernrintaan pembayaran TPP Untuk Masa 

Waktu 1 (Satu) Bulan; 
d, Rekapitulasi kehadiran untuk masa waktu I (satu) 

dibcrikan di hari berikutnya; 
3. Pembayaran atau Pencairan Tambaha.n Penghasilan 

Pegawai (TP?) ASN dilakukan , (satu) ka'.i setiap 
bulan, 



Pasal26 
BKPSDM Kab. Kolaka Timur bertugas : · 
1. Menerin:.a dokurnen TPP setiap OPD dan melakukan 

Perneriksaan; 
2. Mengembalikan dokumen TPP dari setiap OPD untuk 

diperbaiki apabila ada kesalahan dan menginput 
daftar perrnintaan apabila dokumer; dinyatakan 
lengkap; 

3. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan 
Surat Persediaan Permintaan (SPP); 

4. Menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan 
Surat Persediaan Permintaan (SPP) ke Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
(B?KPD) Kah. Kolaka Timur bescrta pcnggandaan 
dokumen TPP; 

5. Menyera.hkan daftar rekapitulasi nama - nama ASN 

e. lembar pakaian dinas untuk masa waktu 1 [saru) 
bulan; 

f. Lernbar Penilaian Prestasi Kerja untuk masa waktu 
1 (satu) bulan; 

J. Lem bar kegiatan harian untuk rnasa waktu 1 [satuj 
bulan; 

k. Surat Cuti dan surat izin belajar, bilamana ada 
AS'.'f yang cuti dan izin belajar untuk masa wakti; l 
(satu) bulan; 

L Surat Perintah Togas (SP'.!') dan dokumentasi, 
bilamana ada ASN yang melakukan perjaianan 
dinas untuk masa waktu 1 [satu) bulan; 

m. Lembar Koreksi, adapun formatnya tercantum 
dalam lampiran peraturan bupafi ini; 

5. Dokurnen TPP yang telah diausun dengan urutan 
sebagaimana angka 4 (empat) diatas lalu dokumen 
aslinya digandakan sebanyak 1 (satu) rangkap serta 
dijilid dan dibetikan kepada BKPSDM; 

6. Adapun warnajilid bagi OPD adalah sebagai berikut : 
a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jilidnyn 

warna merah; 
b. Badan, Dinas dan lnspektoratjilid.nya warna biru; 
c. Rumah Sakit Umum Daerah, dan UPTD jilidnya 

warna putih; 
d. Tata Usaha Sekolab dart ASN yang rnenduduki 

jabatan guru yang tidak mendapatkan tunjsngan 
profesi guru (sertifiknsi) dan dana tambahan 
penghasilan (non sertifikasi] jilidnya warna hijau; 

e. Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan jilidnya 
warna kuning. 



Pasal 30 
I. ASN yang diangkat menjadi pejabat struktural diunit 

Bagian Pertama 
Tata Cara Pembayaran 1'PP 

ASN Yang lJiangkat dan Dilantik Menjadi Pejabat 
Struktural di Uni: Kerjanya 

BAB XI 
TATA CARA PE.MBAYA.t<A~ TPP 

ASN YANG DlANGKAT DAN DILANT1K MENJADI PEJABAT 
STRUKTURAL DIUNJT KERJANYA, ASN YANG 

D!BEBASKAN DARIJABATAN STRUKTURAL, ASN YANG 
DIANGKA'l' MENJADI PELAKSA.:'lA TUGAS (PLT), ASN 

YANG PINDAH/MUTASI .liliUNIT KER..iA LAIN, ASN YANG 
CUTI DAN IZIN BELAJAR 

Pasal 29 
ASN yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) sebagai 
Kepala OPD/Kepala Unit. Kerja dapat menandatangani 
surat Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPPJ, 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan 
Daftar Permintaan TPP Unt.uk Masa Waktu I (Satu) Dulan. 

Pasal 28 
Bank Sultra Cabang Kab. Kolaka Timur bertugas : 

1: Menerima daftar rekapitulasi nama - nama A.SN serta 
eek dari DKPSDM; 

2. Mentransfer nominal TPP seciap /ISN scsuai Daftar 
per:nintaan pembayaran: dan 

3. Menyerahkan Ta:ida Bukti Setoran pada BKPSDM. 

Pasal27 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
(BPKPD) Kab. Kolaka Timur bertugas : 
1. Menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat 

Persediaan Permintaan (SPP) dari BKPSDM Kabupaten 
Kolaka Timur beserta penggandaan dokumen TPP 
setiao OPD; 

2. Menghitung jumlah dokumen 1'PP setiap OPD dan 
total pembayaran berdasarkan Surat Perintah 
Membayar {SPM) can Surat Persediaan Permintaan 
(SPP); 

3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D;; 
dan 

4. Memposting Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 
Bank Sultra. 



Pasal 33 
1. ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain adalah 

ASN yang pindah/mut.asi dari satu OPD ke OPD 
berikutnya dan bukan ASN yang pindah/mutasi di 
pemerintah daerah lain dan/ atau instansi vert.ikal; 

2. ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain dart 
tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 16 (enam 
belas], TPP ASN tersebut diberikan dan/a!au di 
bayarkan diunit kerja yang ditempati; 

3. ASN Yang Pindahj Mutasi Ke Unit Ker;'a Lain dari 
tanggal 17 (tujuh belas] sampai dengan tanggal 31 
(tiga puluh satu), TPP ASN tersebut masih di 
diberikan dan/atau dibayarkan diunit kerja sebelum 
oindah. 

Bagian Keempat 
ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain 

Pasal 32 
ASN yang diangkat menjadi Pelaksana tugas (Pit) jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator dan 
Jabatan Pengawas besaran TPPnya dihitung berdasarkan 
jabatan definitifnya. 

Bagian Ketiga 
ASN Yang Diangkat Menjadi Pelaksana Togas (Pit) 

Pasal 31 
1. ASN yang dibebaskan dari Jabatan Struktural 

dimulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 
16 (enam belas), TPP ASN tersebut tidak lagi 
diberikan dar.Zatau dibayarkar.. sesuai dengan 
jabatan strukturalnya; 

2. ASN yang dibebaskan dari Jabatan Struktural 
dimulai dari tanggal 17 (tujuh belas) sampai dengan 
tanggal 31 (tiga puluh satn), TPP ASN tersebut rnasih 
di bayarkan sesuai jabatan strukturalnya. 

Bagian Kedua 
ASN Yang Dibebaskan Dari Jabatan Struktural 

diberikan dan/atau dibayarkan sesua; jabatan yang 
telah dilan tik; 

2. ASN yang diangkat menjadi pejabat struktural diunit 
kerjanya dan dilantik dari tanggal 17 (tujuh belas) 
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), TPP ASN 
tersebut masih di berisan dan/atau dibayarkan 
sesuaijabatar: ]aroanya. 



Pasal 37 
Dengan berlakunya Peraturan Dupati ini, maka Peraturan 
Bupati Kolaka Timur Nomor 47 Tahun 2019 rentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri 
Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Ltngkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan 

PENUTUP 

Pasal 36 
ASN yang menducuki jabatan guru yang tidak 
mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana 
tambahan penghasilan (non sertifikasf] <liberikan TPP 
terhitung mulai Bulan Juli 2020. 

berjalan. 

Pasal 35 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat 
diberikan T?P apabila telah disetujui oleh Bupati Kolaka 

BAB XITI 
KETENTU.4.N L.A.!!'! - LA.ll'f 

(TPP); 
4. • ASN' yang cuti sebagaimana dimaksud pacta angka 2 

(dua) diatas clan izin belajar, perhirungan TPP pada 
format pcnilaian prcstasi kcria untuk kolom 
kehadiran dihitung hadir, kelengkapan Pakaian dinas 
dan lemhar kegiatan harian tidak dihitung. 

1. ASN yang cuti dan izin belajar dapat diberikan 
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); 

2. Cuti yang dapat dibcrikan Tambaban Pcnghasilau 
Pegawai (TPP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 
[satu] diatas adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti 
karena alasan penting dan cuti me.ahirkan; 

3. Cuti bersarna, cut: besar dau cuti diluar tanggu ngan 
negara dan ASN yang melaksanakan tugas belajar 
Pi,l~t, ,.;ih,cNl,.,,...,, 'l"..,.-..-h-:t h~....,, "Po't'"I ...,..\.,,,., c-'1.-,,..... t:>o~,.,,,,~1 
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Pa$3.l 34 

Bagian Keenam 
ASN Yang <xti Dan lzin Belajar 
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Pasal 38 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. 
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Pejabat Penilai 
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2 I 3 4 ----:,::_--,---f------'-~----1 
Jumlah hari 
kelengkapan 

pakaian 
dinas/jumlah hari 

keria x bobot 

Iaporan kerja 
harian / jurnlah 

1-------------1---·- · hari keria x bobot 

rekapitulasi pakaian dir.as 20 

Kehadiran untuk 
! rnelakukan ahsen pagi dan ' 40 ' ape! pagi serta absen sore I 

denzan aoel sore I 

• Lembar kegiatan harian 40 
Total 100 

' 

1 

HASIL 
PERHITUNGAN 

TPP 
RUMUSTPP BOB OT INDIKATOR 

PEJABAT PENILAI 

PAlilGKAT/GOL. 

PEJABATYANG DINILAI 

PANGKAT/GOL. 

I<OP OPD 

Nomor 
Ten tang 

Peraturan Bupati Kolaka 
Timur 

Tahun2020 
Pedoman Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pernerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Lampi ran 

Format Penilaian Prestasi Kerja 



( <Io<••• 0 • o< •I•,••,••••••,••> 

Tirawuta , 20xx 

No. Nama Keteranzan 
1 2 3 
1 
2 
3 . .. 
4 
5 
6. ·-·- 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

·-· 18 
19 
20 .. -- 21 
22 

i 23 .... 
' 24 . . ·-· . 25 

26 
. 27 . 
28 ' 
29 
30 

BULAN: 

Rekapitulasi Pakaian dinas 

KOPOPD 

Format pakaian dinas 

Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Tahun 2020 

Pedom.a.n Tambahan Penghasil.an 
Aparatur Sipil Negara Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Timur 

Lampiran 
Nomor 
Ten tang 



( ) 

Tirawuta , 20xx 
Atasan langsung 

No. Hari/tan~ URAIAN KEGIATAN OUTPUT Ket. 
1 2 3 4 5 
1 
2 • 
3 
4 
5 
6 
7 
8 .... - 9 

10 
l. l 
12 
13 
14 
15 - 
16 
17 . - 
18 
19 
20 
21 

... 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 . 
30 

Nama 
Nip 
Jabatan : (wajib di isi sesuai SK pangkat terakhir atau SK jabatan terakhir 

sesuai anjab) . 

Bulan: 
LEMEAR KEGIATAN HARIAN 

KOPOPD 
Format lembar kegiatan harian 

Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Tahun 2020 

Pedoman Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Lampiran 
Nomor 
Tentang 



( ) 

Tirawuta , 20xx 
Kepala OPD 

NILAI 
PERHITUNGAN JUMLAH No. l\ama BESARAN TPP (Rp.J TPPDARI PPh21 DITERTMA (Rp.) Nomor rekening Bank SULTRA 

PRESTASI 
T<RR,TA 

1 2 3 4 5 6 7 .. . 
1 . 
2 
3 ' 

- TOTAL .I<p. Rp . Rp. Rp. 
PEGAWAl: L_ ____ -- -·· 

B~lan 
Tahun 

COPOPD 

Format Permintaan Pembayaran TPP Untuk Masa W akru 1 (Satu) Bulan 

Pcraturan Bupati Knlaka Timur 
Tahun 2020 

Pedo:nan Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Larnpiran 
Nomor 
Ten tang 



NIP .. 

....................................... 

KEPAL.I'\ OPD 

"hitung jumlah kotor 

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
(SPTJM); 

2. Daftar Permintaan TPP Untuk Masa Waktu 1 
[satu) Rutan. 

3. Rekapitulasi pakaian dinas ASN; 
4. Rekapitulasi Kehadiran ASN; 
5. Penilaian Prestasi Kerja ASN; 
6. Lcmbar Kcgiatan Harian ASN; 
Dernikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan 

terima kasih. 

Dengan Hormat, 
Bersama ini kami sampa.ikan Permohonan 

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Dulan 
.............. Tahun Anggaran 20XX sebesar Rp . 
.. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
.................................... Kabupaten Kolaka Timur. 

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan 

Tirawuta. 

Kepada 
Yth. Kep"ll!l Barlan 

Kcpcgawaian dan PSDM 

Kabupaten Kolaka Timur 
Di- 

Nomor 
Larnpiran : 
Perihal : Permohonan Percbayaran 

Tambahan Penghasilan 
Pegawai. 

Tirawuta, 20xx 

KOPOPD 

Format surat Permohonan Pemhayaran Tambahan Penghasilan Pegawai. 

Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Tahun 2020 

Pedoman Tarnbahan 
Pcnghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Lampiran 
Nomor 
Ten tang 



* ditulis jumlah Kotor 

Tirawuta, 20xx 
.-----'I{'-'-e,pala OPD 

M~~~I t . 
Pangkat Go! Ruang . 
NlP. .. .. 

NAMA 
NIP. 
PANGKAT/GOL. 
JABATAN 

Menyatakan dengan sesungguhnya hahwa : 
J. Peraitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Prestasi Kerja. 

Daftar Rekapitulasi Pakaian Dinas, Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN, 
Daftar laporan Kerja Harian, Daftar ?ermintaan 1'PP Untuk Masa Waktu 
1 (satuJ Bulan pada OPD bulan Tahun 
Anggaran 20xx.~ sebesar Rp *, benar berdasarkan melalui 
1.tji keabsahan. 

2. Keabsahan Daftar Peni1aian Prestasi Kerja, Daftar Rekapitulasi Pakaian 
Dinas, Daftar Rekapitulasl Kehadiran ASN, Daftar Iembar Kerja Harian, 
Daftar Pcnnintaan TPP Untuk Masa Waktu l (satu) Bulan menjadi 
tanggungjawab kami, 

3. Apabila dikemudian ha.ri terdapat kelebihan atas pembayaran 
Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud, kami bersedia menyetorkan 
kelebihan tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benaruya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD 
MUTLAK (SPTJM} 

KOPOPD 

Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Tahun 2020 

Pedoman Tarnbahan 
Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Lampiran 
Nomor 
Ten tang 



Nania perneriksa 

"Tanda tangan" 

Tuawuta, 20xx 

············••l••••l•l••••I•••••••••••• 0000,oOOOOOOH 00000000000000000000000 0000000000000000.0000 0000000 00000 ,000000,0,00 

Hasil Perneriksaan 

TABEL KOREKSJ 

KETERANGAN' 
NO JENIS KELENGK.Al'.AN 

ADA TIDAKADA 
·--·- ·-·· -·. ---··. 

l PE:RMOHONAN PEMBAYI\RAN TP? 

2 SPl'JM 

3 REKI\P PERMINTAAl'I Pfo:MRAVARAN TPP 

4 REKAPABSEN -·-·--------· 
5 REK/\P PAKAL\i'II !Jl.NAS 

' - I 6 LEMBAR PENlL!\.IAN t'.t:M~l!:RIAN '!'PP 

7 LEMBAR KEOIATAN HARIAN 

8 IAMPIRAN PENDUKUNG DOKIJ1.-1F:N TPP 

•. 

Nama Pemorikaa 

Jurnlah Penerima TPP 

NamaOPD 

LEMBAR KOREKSI TAMBAHAN PENGHASfLAN PEGAWAJ 
BULAN: 

Format lembar koreksi 

Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Tahun2020 

Pedoman Tambahan 
Per.ghasilan Aparatur Sipil 
Negara Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

I.ampiran 
Nomor 
Ten tang 

• 
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